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Abstract

Many assume that humans are free to pursue political affairs for achieving their own goals. Islam
however views political affairs as part of religious teachings to meet human needs that must be
practiced based on moral rules and values. This paper uses a content analysis study method to uncover
the concepts and techniques related to the political affairs of Prophet Muhammad as recorded by the
Al-Qur’an and other sources. Three main political bases according to the Prophet namely tauhid,
risalah and khilafah. Sirah of the Prophet recorded various styles of leadership approaches that he used
in politics to lead the Muslim community. Among these approaches was management by change,
management by skill, management by organising as well as laying some of the policies related to
relationships with foreign countries. In conclusion, his political and leadership affairs are an integrated
concept that reflects the process of political affairs as the head of Muslim state and at the same time
spreading Islam as a God’s Messenger running simultaneously.

Abstrak

Banyak yang beranggapan bahwa manusia bebas untuk mengejar urusan politik demi mencapai tujuan
mereka sendiri. Namun Islam memandang urusan politik sebagai bagian dari ajaran agama untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang harus dipraktikkan berdasarkan aturan dan pandangan moral.
Kajian ini menggunakan metode studi analisis konten untuk mengungkap konsep dan teknik yang
berkaitan dengan urusan politik Nabi Muhammad sebagaimana dicatat oleh Al-Qur’an dan sumber-
sumber lainnya. Tiga prinsip politik utama menurut Nabi yaitu tauhid, risalah dan khilafah. Sirah Nabi
mencatatkan berbagai gaya pendekatan kepemimpinan yang ia gunakan dalam politik untuk
memimpin komunitas Muslim. Di antara pendekatan .ini adalah manajemen dengan perubahan,
manajemen dengan keterampilan, manajemen dengan mengorganisasi serta meletakkan beberapa
kebijakan yang terkait dengan hubungan dengan negara asing. Kesimpulannya, urusan politik dan
kepemimpinannya merupakan konsep terintegrasi yang mencerminkan proses urusan politik sebagai
kepala negara Muslim dan pada saat yang sama menyebarkan Islam sebagai utusan Allah yang
berjalan secara bersamaan.

Kata kunci: Nabi, Al-Qur’an, Misi Islam dan Manajemen Politik

* Artikel ini diajukan pada: 18/06/2017 dan diterima untuk publikasi pada: 04/12/2017.

Dr Ripin, Dosen Senior di Pusat Penelitian untuk Ilmu & Teknologi Figh, UTM Skudai, Johor. Email:
nasiripin@utm.my

2 prof Dr Departemen Al-Qur’an & Hadits, APIUM, Kuala Lumpur.Zulkifli,

% 7. Haron, Dosen Senior di Pusat Penelitian untuk llmu & Teknologi Figh, UTM Skudai, Johor.


mailto:170303115@student.ar-raniry.ac.id
mailto:muhajirul.fadhli@ar-raniry.ac.id

Manajemen Politik Nabi : Studi Singkat Melalui Petunjuk Al-Qur’an | 2
Nur Yasmin Binti Aliyashak

A. Pengantar

Salah satunya tidak ada kata langsung untuk politik dalam Al-Qur’an. Namun, ada
sejumlah elemen yang merujuk pada konsepnya. lIstilah-istilah seperti kekuasaan, negara,
diplomasi, konsultasi, perang dan lainnya banyak digunakan di dalam Al-Qur’an dengan apa
yang disebut politik dalam penggunaan modern. Politik dianggap sebagai kebijaksanaan
manusia yang menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Sementara itu
politik mengacu pada kegiatan pemerintah, anggota organisasi pembuat hukum, atau orang
yang mencoba mempengaruhi cara suatu negara diatur (Kamus Cambridge). Karenanya,
politik adalah proses kegiatan pemerintah yang bijaksana dalam mengambil keputusan yang
tepat dengan mempengaruhi orang lain.

Dalam konteks terminologi politik, aplikasi Al-Qur’an untuk istilah-istilah seperti itu
dimulai sejak era Makkah. Sebagai contoh, Allah membenarkan bahwa Dialah satu-satunya
yang memiliki kekuatan nyata, khususnya banyak ditemukan dalam bab-bab Al-Qur’an di
Makkah. Dalam hal ini referensi adalah kekuatan Allah sebagai sarana pembuktian dan
sumber penciptaan, dan karenanya undangan untuk orang-orang tentang kebenaran Islam
(misalnya Al-Qur’an, 114; 96: 1-5). Al-Qur’an menggunakan istilah-istilah seperti Dia adalah
“Raja (atau Penguasa) (Al-Qur’an, 114: 2; 1: 4),” yang “di tangan siapa adalah Penguasaan,
dan Dia atas semua hal memiliki Kekuatan (Al-Qur’an, 67 : 1).” Oleh karena itu, Nabi
diminta untuk menolak toleransi atau negosiasi politik apa pun yang memperkenalkan
penolakan terhadap keyakinan kepada-Nya dan dalam penyembahan kepada orang lain
dengan menyatakan: “Untuk kamu menjadi agamamu, dan bagiku agamaku (Al-Qur’an, 109:
6).” Namun, untuk memperjelas konsep partai atau kelompok dalam politik, Al-Qur’an
menggunakan istilah-istilah politik modern seperti, anggota kelompok kanan (ashab al-yamin)
dan anggota kelompok kiri (ashab al-shimal) (Al-Qur’an, 56: 38-41; 90: 17-20). Al-Qur'an
juga mencatat kisah Saba’ dengan ratu yang pandai dan kerajaan Sulaiman yang bijak masing-
masing dalam bab 34 dan 38.

Mengapa kita mengatakan manajemen politik dari perspektif sejarah Nabi Muhammad
Saw? Penting untuk melihat dampak nyata dari penjajahan adalah bahwa pihak berwenang
dari dunia Muslim yang berbeda menjadi sasaran struktur politik, pendidikan dan sistem
sosial berdasarkan sekularisme (S. M. N. al-Attas, 1985: 13-46). Banyak negara Muslim tidak
dapat membebaskan diri dari sekularisme dan harus mematuhi sistem kehidupan yang diimpor
dari tuan kolonial mereka. Hasil dari sekularisme adalah pemisahan nilai-nilai spiritual dari
aspek material pandangan dunia seseorang dan tindakan di mana tujuan kehidupan manusia
hanya di dunia temporal ini. Ini berarti bahwa semua kegiatan sehari-hari seperti aktivitas
politik hanya diciptakan oleh para intelektual tanpa merujuk pada nilai-nilai spiritual atau
ajaran agama. Akibatnya, manusia cenderung menggunakan filosofi Michevelli yang
membenarkan sesuatu yang lebih buruk dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang baik
melalui slogan sederhana, ‘tidak peduli jalan apa yang digunakan, yang diutamakan adalah
hasil yang diperoleh’ (Kamus McGraw-Hill, 2002). Hakikatnya, sekularisme khusus ini masih
mendominasi semua aspek kehidupan manusia.

Tanpa merujuk pada nilai-nilai spiritual atau norma-norma agama, sekularisme yang
telah bergabung mengancam planet bumi dengan degradasi dan kehancuran yang bahkan



Manajemen Politik Nabi : Studi Singkat Melalui Petunjuk Al-Qur’an | 3
Nur Yasmin Binti Aliyashak

lebih besar lagi. Sejumlah besar kejahatan manusia seperti kejahatan kerah putih, korupsi,
pemalsuan atau imitasi, pelanggaran kepercayaan, pelecehan anak, mengaburkan berbagi
keuangan dan perbuatan ilegal lainnya sedang dipraktikkan dalam memenuhi tujuan material
duniawi yang bersifat sementara. Dalam kontak politik, melalui analisis terperinci tentang
sekularisme, S. M. N. al-Attas (1985: 100) menyatakan bahwa dilema komunitas Muslim saat
ini berasal dari masalah utama kebingungan dalam konsep pengetahuan, yang menyebabkan
hilangnya adab (etika) dalam komunitas. Kedua masalah ini menciptakan situasi ketiga;
munculnya para pemimpin palsu yang tidak memenuhi syarat untuk kepemimpinan yang sah
dari komunitas Muslim, karena gagal memiliki standar moral, intelektual, dan spiritual yang
tinggi yang dibutuhkan oleh para pemimpin Islam. Di negara ini, ada 1614 kasus pelanggaran
di antara pejabat publik dalam waktu lima tahun (dari 2013) terutama terkait dengan korupsi
(P.L.S. Kuan, 2017). Namun, masalah terpanas saat itu adalah masalah skandal manipulasi
hutang pemerintah yang mudah dalam Perusahaan Feedlot Nasional (NFC) (MACC, 2012: 4).
Selain itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia juga telah menahan empat orang di
Sabah terkait dengan salah urus dengan penyitaan lebih dari RM100 juta atas dugaan
penyalahgunaan kuasa untuk memberikan tender infrastruktur kepada perusahaan-perusahaan
terkait keluarga yang melibatkan 3.3 miliar anggaran pemerintah sejak 2010 (Azam Baki,
2016). Skenario pelanggaran ini sesuai dengan pendapat Stephen R. Covey (1992: 93) yang
menunjukkan fenomena tersebut sebagai kegiatan politik tanpa dasar.

Ada bukti yang cukup bahwa masalah besar di dunia yang luas ini, terutama Muslim,
membutuhkan ‘obat’ untuk mencegah ‘menyembuhkan penyakit menular mereka’. Menurut
Khurshid Ahmad (1990: 9), komunitas Muslim telah berjuang untuk membangun kembali
identitas aslinya di dunia yang penuh dengan sekularisme dan pemujaan terhadap kekayaan,
teknologi, dan kekuasaan yang menganggap mereka sebagai tujuan dalam kehidupan. Bahkan,
mereka berguna hanya selama tetap sebagai alat dan instrumen dalam tujuan kehidupan -
mengejar kellahian dan pembentukan tatanan sosial berdasarkan keadilan dan persaudaraan.
Ketika cara-cara ini mulai dipandang sebagai pengakhiran, ia membuka jalan bagi berlakunya
bencana. Karena itu, penting untuk membangun kembali masyarakat manusia pada nilai-nilai
Tauhid, Tagwa, dan 'Adl yang berasal dari kehidupan Nabi Saw. Dalam hal ini, Nabi harus
dianggap sebagai dokter spesialis ketika ia meresepkan ‘obat inspirasi’ dan menyembuhkan
melalui pesan llahi-nya, Islam. Dia menunjukkan kepada umat manusia melalui ajarannya
bagaimana mencapai kehidupan yang sehat di dunia ini. Dia mempraktikkan semua hal yang
dia khotbahkan. Ajaran dan kehidupannya benar-benar berkualitas tinggi dan model terbaik
bagi manusia untuk diikuti (Al-Qur’an, 33: 21), terutama dalam kasus mereka yang telah
kehilangan akhlag mereka (perilaku yang baik). Sungguh menyenangkan mendengar bahwa
Nabi berkata: “Saya diutus hanya untuk melakukan perilaku yang baik (I. al-Malik, Bab Husn
al-Khulg: 8).”

Penelitian ini mencoba mengungkap konsep manajemen politik seperti yang diajarkan
oleh Nabi serta pendekatan atau teknik yang ia praktikkan melalui metodologi kualitatif
analisis konten terhadap teks-teks Al-Qur’an dan referensi sirah lainnya (A. S. Long, 2006:
26). Dengan menggunakan metode ini, tema mengenai politik dalam sumber daya dianalisis
secara induktif atau deduktif untuk menyusun kesimpulan.

B. Kerangka Politik Nabi
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Banyak penulis cenderung menyoroti karier politik Nabi sebaik sahaja ia berhijrah ke
Madinah (W. M. Watt, 1980: 4). Pada awal kehidupannya di Madinah ia mendirikan dan
memimpin komunitas Muslim, baik emigran dan pembantu untuk hidup bersama dengan non-
Muslim dengan merumuskan mereka sebagai satu orang dibawah Konstitusi Islam bagi
negara Islam (A. A. Kurdi, 1984: 15). Sejak saat itu, Nabi dikenal dalam berbagai kapasitas
sebagai politisi, pemimpin militer, penguasa dan negarawan, pembuat perdamaian, negosiator
(A. Igbal, 1984; W. M. Watt, 1978; F. Karim, 1995).

Berdasarkan persepsi Nabi di atas, tampaknya tidak ada pemisahan perannya sebagai
pemimpin spiritual dan kepala politik negara. Bahkan, pemerintahan dianggap sebagai bagian
dari sistem kehidupan dalam pengajaran Islam, dan terintegrasi dengan sistem lain seperti
hukum dan ekonomi. Tuntutan Islam sebagai cara hidup yang lengkap, tidak akan dapat
dicapai secara akurat tanpa praktik politik oleh para pengikutnya (Al-Qur’an, 5: 1; 23: 1-11;
103: 3). Namun dalam konteks ini, untuk melaksanakan dan memenuhi perintah Allah
sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam Islam secara damai dan murni, dengan kesempurnaan
dan totalitas akan memerlukan lebih dari kekuatan politik. Ini karena Islam tidak hanya
mengandalkan salat dan sedekah. Islam memerlukan sesuatu yang lebih dari apa yang disebut
melakukan ‘ibadah khususiyyah’, seperti salat dan puasa. Untuk membangun cara hidup baru,
Islam memerlukan pengikutnya untuk menerapkan sistem ekonomi, hukum, atau sosialnya
sendiri dan yang harus berasal dari negara dan pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh
Muslim. Tentu saja tidak mungkin untuk mempromosikan dan menerapkan Islam di negara
komunis. Demikian juga, tidak ada ruang untuk menetapkan hukum Islam misalnya, di negara
kapitalis. Oleh karena itu, mendirikan negara Islam hanya dapat dicapai melalui Muslim yang
mengembangkan sistem mereka sendiri dengan persyaratan tersendiri. Dengan sudut pandang
ini, kami tidak menyangkal bahwa ada beberapa pengecualian yang diberikan kepada umat
Islam untuk melakukan beberapa ajaran Islam seperti doa dan puasa di negara-negara non-
Muslim. Namun, selama Muslim mempraktikkan kepercayaan mereka sendiri di negara-
negara non-Muslim, itu tidak mempromosikan citra dan kualitas daya tarik Islam secara
keseluruhan di mata dunia.

Oleh karena itu, jelas bahwa komunitas Muslim memerlukan kekuatan politik atau
negara Islam untuk mengembangkan komunitas serta hukum Islam untuk menerapkan
kepercayaan dan nilai-nilainya. Dengan fungsi ini, negara Islam bertindak sebagai pelindung
dan pengontrol syariah atau ajaran Islam. Di sisi lain, negara Islam atau pemimpin masyarakat
itu sendiri dapat bertindak sebagai pelaksana syariah melalui pembentukan lembaga-lembaga
konstitusional dan hukum Islam. Maka, Islam pada banyak kesempatan mendorong
pengikutnya untuk terlibat aktif dalam membentuk dan memimpin manajemen politik di
komunitas mereka. Ini mirip dengan berkumpul bersama dan menaati pemimpin dalam doa-
doa Jumat harian, dan mengharuskan mereka untuk menghadiri pertemuan Jumat. Konsep
kepemimpinan dan bekerja sebagai tim dalam ritual spiritual harian tentu bukan kegiatan yang
terpisah dari aspek kehidupan lainnya. Misalnya, ketika lebih dari tiga orang ingin keluar,
Nabi meminta para pengembara untuk menunjuk salah satu dari mereka sebagai seorang
pemimpin (Ibn Taymia, 1982: 11; A. I. Abu Sin, 1991: 176).

Ada prinsip-prinsip keadaan politik dari perspektif Islam khususnya yang dipraktikkan
oleh Nabi. Di sini disorot secara singkat:



Manajemen Politik Nabi : Studi Singkat Melalui Petunjuk Al-Qur’an | 5
Nur Yasmin Binti Aliyashak

Pertama; mengikuti konsep Tauhid. Tauhid atau kesatuan dan kedaulatan Allah adalah
tema utama dan pertama dari ajaran Islam. Ini adalah titik awal dari setiap aspek Islam
termasuk filsafat politik. Dengan pandangan ini, semua manusia harus menyerahkan semua
hak penguasa, undang-undang, dan pelaksanaan wewenang atas orang lain, karena ini hanya
diperuntukkan bagi Allah Yang Mahakuasa. Tidak ada yang berhak menuntut kekuatan benar
atau salah, kemudian “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh
lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram (Al-Qur’an, 16: 116),” hanya Tuhan karena
hanya Dia yang menjadi penguasa yang sebenarnya. Dia adalah penentu hukum, tidak
memiliki pasangan di mana “keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. ltulah agama yang lurus (Al-Qur’an,
12: 40).” Oleh karena itu, perintah, aturan atau hukum harus dibuat dan disahkan untuk
digunakan dalam konteks mematuhi perintah Allah dan hanya untuk kepentingan-Nya (A. A.
al-Mawdudi, 1988: 158).

Kedua; membangun konsep Risalah. Dengan prinsip ini proses kegiatan politik
sebagai sarana untuk mendirikan tanggung jawab hakiki kepada Allah di bumi harus
dikemukakan dalam kerangka yang ditetapkan olen Nabi. Nabi menyampaikan misinya
kepada orang-orang sebagaimana dicatat dalam Al-Qur’an sekitar dua agenda utama;
“Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu (Al-Qur’an, 16: 36).” Risalah atau pesan
yang diwarisi dari Nabi ini justru ditekankan oleh Al-Qur’an dengan mengatakan:

“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya
mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah
dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Al-
Qur’an, 22: 41)

Bukti di atas dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa umat Islam harus memiliki kekuatan
politik di dunia ini. Namun, politik bukanlah tujuannya tetapi tetap menjadi sarana untuk
menegakkan pesan Islam. Penting untuk dicatat bahwa pesan ini meminta orang untuk
melakukan perbuatan baik dan hidup dalam damai dan harmoni karena ini membuat negara
bersatu, seperti yang disebut sebagai ma’ruf. Untuk alasan ini, seseorang dengan pesan ini
menurut Nabi, dikenal sebagai mubassira, pembawa kabar gembira (Al-Qur’an, 2: 119).
Sebaliknya, pesan itu melarang semua manusia terlibat dalam kejahatan apa pun yang dibenci
orang dan menyebutnya mungkar, itulah sebabnya Nabi disebut nazir, orang yang memberi
peringatan (Al-Qur’an, 17: 105). Untuk mewujudkan dan menyampaikan pesan ini, ada
banyak metode serta teknik yang digunakan oleh Nabi seperti mengatur perjanjian, mengirim
duta besar, meminta orang untuk berdamai dan hubungan yang baik dengan orang lain,
membela diri jika mereka diserang.

Ketiga; mempraktekkan konsep kekhalifahan. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari
dua konsep di atas. Kedaulatan sebagaimana dibahas sebelumnya hanya milik Allah,
sedangkan manusia adalah wakil-Nya dan bukan penguasa. Dalam konteks ini, kekhalifahan
berarti siapa saja yang mengakui kedaulatan Allah dan otoritas serta kekuasaan yang
diberikan kepada mereka sebagaimana ditakdirkan oleh Allah melalui Rasul-Nya (A.
Rahman, 1985, 1. 709). Dalam hal ini, jabatan wakil adalah milik setiap Muslim dan tidak
terbatas pada orang-orang tertentu saja (Al-Qur’an, 2: 30; 6: 165).
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Untuk memenuhi peran sebagai wakil, seorang politisi dianggap sebagai wakil atau
wakil dari Allah di dunia ini dan hanya bertindak untuk menjalankan otoritas Ilahi melalui
kekuasaan yang didelegasikan kepadanya dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhannya
(A. Rahman, 1985 , 1. 734). Faktanya, kekhalifahan ini menyiratkan empat kondisi untuk
melengkapi fungsi wakil Allah. Pertama, pahami bahwa otoritas nyata adalah milik Allah.
Kedua, manusia sama seperti mengelola atau menjalankan hukum-Nya. Ketiga, pengelolaan
kekuasaan secara ketat berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh-Nya. Dan keempat,
dalam administrasi hukum-Nya, manusia mengeksekusi kehendak-Nya dan memenuhi tujuan-
Nya (A. Rahman, 1985, 1: 734). Dalam arti lain, kekuatan politik dianggap sebagai
kepercayaan, yang diberikan oleh Allah untuk bertanggung jawab dan bukan sebagai
kesempatan untuk dinikmati dalam membuat perintah atau keputusan secara bebas.

Dari prinsip-prinsip ini, politik Islam mengasumsikan bahwa semua individu dalam
komunitas adalah sama dan setiap orang memiliki hak untuk menyumbangkan ide atau tugas
apakah ia seorang pemimpin atau pengikut untuk pengembangan dan kesejahteraan negara
dan komunitasnya. Memiliki fitur kesetaraan, keadilan, kebebasan dan konsultasi timbal balik
baik langsung maupun tidak langsung (A. A. Kurdi, 1984: 42), mencerminkan negara Islam
dalam apa yang Allah jelas sebagai “baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur,” berarti ‘wilayah
yang adil dan bahagia, dan Allah Yang Maha Pengampun’ (Al-Qur’an, 34:15).

C. Pendekatan dalam Manajemen Politik
a. Manajemen Perubahan

Di bidang manajemen modern, istilah manajemen dengan perubahan banyak digunakan.
Namun terminologi ini, digunakan oleh Islam jauh lebih awal khususnya ketika Allah
menggunakan kata taghayyur - ubah, berkali-kali dalam Al Qur’an (misalnya lihat Al Qur’an,
13: 11; 4: 119; 8: 53; 47:15; 100: 3). Dengan gagasan perubahan ini, mengacu pada proses
manajemen untuk mengubah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik atau lebih
baik. Efeknya dari perubahan akan memberikan keuntungan yang baik bagi kehidupan
manusia sebagai individu dan secara kolektif; spiritual dan material, dan juga untuk
kesejahteraan hidup di dunia ini dan juga akhirat. Sementara kriteria kebaikan adalah hal atau
kondisi yang dibenarkan oleh Allah dalam wahyu llahi-Nya atau hal-hal yang berasal dari
kemampuan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, hal-hal yang
berasal dari akal dan pengalaman hidup manusia seperti meresapi kurma untuk mendapatkan
buah lebih banyak di zaman Nabi.

Nabi telah meletakkan pandangan dunia baru dalam semua aspek kehidupan manusia,
termasuk politik, dengan menempatkan segala sesuatu dalam kepercayaan kepada Tuhan
Yang Esa. Dasar kepercayaan ini, sumber kekuatan dan energi bagi orang-orang beriman,
merupakan dasar bagi misinya dan ditanamkan dalam hati setiap Muslim segera setelah
mengangkat jawatan Nabi. Kepercayaan pada Tuhan yang benar dan satu ini tentu saja
memberikan perubahan drastis pada budaya orang-orang jahil yang terlalu patuh dan fanatik
terhadap kepercayaan agama nenek moyang mereka, seperti berhala dan fenomena alam.
Perubahan ini, menurut Akram Diya’ al-‘Umari (1991, 1: 49) adalah lompatan besar dari
pikiran primitif ke pikiran beradab, yang mampu memahami konsep Tauhid, keesaan Allah
dan implikasinya terhadap kehidupan manusia. Implikasi ini, lanjutnya, memberikan
perubahan radikal dalam kehidupan sehari-hari orang Islam. Sementara itu sehubungan
dengan politik, jenis perubahan yang ia tampilkan adalah sebagai berikut:
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“Orang Arab tidak mau tunduk menyerah pada kawalan negara manapun. Unit politik
dan sosial adalah suku. Negara-negara kecil yang muncul di berbagai bagian
semenanjung Arab jauh sebelum Islam telah mati. Tribalisme dan cara hidup nomaden,
yang dicirikan oleh solidaritas suku, konflik dan perpecahan, telah menjadi dominan di
seluruh semenanjung. Ketika Islam datang, ia mendirikan konsep negara dan mengikat
semua suku dan individu untuk itu. Negara Madinah didirikan di atas basis ideologis
yang sepenuhnya, dan diperluas untuk menyatukan semenanjung Arab untuk pertama
kalinya dalam sejarahnya di bawah bendera Islam. Ini adalah kemajuan dalam sejarah
politik semenanjung Arab” (A .D. al-‘Umari, 1991, 1: 51).

Menurut Fazlul Karim (1955: 76), Nabi mengubah urusan politik yang didasarkan pada
suku menjadi negara persemakmuran berdasarkan ketenangan dan kesatuan di bawah bendera
Islam, yang disebut sebagai reformasi besar.

Konsep Tauhid dianggap sebagai mekanisme perubahan dalam semua kegiatan dakwah
Nabi. Ini juga dianggap sebagai titik awal, landasan, dan tujuan akhir setiap Muslim. Hanya
dari titik ini demi Allah, Nabi telah mengatur rencana politiknya melalui pertemuan di
Agabah (Z. Bashier, 1987: 99). Proses ini khususnya dalam Perjanjian Agabah kedua, yang
disebut sebagai Perjanjian Perang oleh Ibn Ishaq (1967: 208) sedangkan Nabi mendidik dan
melatih dua belas nugaba’, para pemimpin untuk mengajar orang-orang tentang Islam dan
kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan hijrah, emigrasi ke Madinah.
Sebenarnya, hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah yang memakan waktu selama delapan hari
mulai dari 4 hingga 12 Rabi al-Awwal sendiri akan dianggap sebagai bagian dari teori
perubahan (Z. Bashier, 1987: 41). Tidak perlu dikatakan bahwa setelah Tauhid, pengorbanan
adalah konsep penting lainnya dalam perubahan manajemen, bagaimana pun Nabi dan para
imigran menghadapi penderitaan selama emigrasi mereka, dengan hanya Allah sebagai
harapan dan kesenangan mereka (Al-Qur’an, 2: 218; 16 : 41; 22: 58). Tidak ada yang boleh
hidup tanpa keluarga atau meninggalkan kekayaan mereka seperti bisnis pariwisata, hanya
sedikit yang melupakan kampung halamannya yang bersejarah. Namun, untuk mencari tempat
yang lebih baik dan merumuskan komunitas Islam dan negara berdasarkan cinta dan
keyakinan pada Allah, semua tarikan material itu tetap di urutan kedua. Niat suci ini,
dikemukakan oleh Nabi sebagai:

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang
(akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin
mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan)
Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang
layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai
sebagaimana) yang dia niatkan (al-Bukhari dan Muslim dalam empat puluh Hadis an-
Nawawi: 1).”

Ada tiga elemen dasar perubahan yang ditetapkan oleh Nabi setelah berhijrah ke
Madinah (M.S.R al-Buti, 1991: 142-154). Yang penting dalam semua tindakan ini adalah
komitmen terhadap keesaan Allah.

a. Membangun Masjid
Ketika penghijrahan ke Madinah menjadi fokus utama, Nabi membangun masjid
segera setelah tiba di Quba, sekitar dua mil selatan Madinah. Itu adalah masjid pertama dalam



Manajemen Politik Nabi : Studi Singkat Melalui Petunjuk Al-Qur’an | 8
Nur Yasmin Binti Aliyashak

Islam, dan bangunannya dianggap sebagai puncak ketakwaan kepada Allah sebagaimana
layaknya Al-Qur’an: “Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba),
sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada
orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bersih (Al-Qur’an, 9: 108).” Bangunan ini mungkin merupakan tangga ke bangunan lain
yang dinamai Masjid Nabawi.

Masjid Nabi dibangun di atas sebidang tanah yang asalnya berukuran 35 kali 30 meter
setelah al-Qaswa, unta Nabi berhenti di sana selama perjalanan mereka ke Madinah dari Quba
(Z. Bashier, 1990: 50). Konstruksi bangunan berisi bangunan utama masjid dan dua
apartemen untuk istri-istri Nabi. Struktur aslinya adalah bangunan yang sangat sederhana
karena Nabi sendiri berbagi pekerjaan kasar bersama dengan kaum Muslim. Dia membawa
batu bata dan tanah untuk membangun dinding dan mengangkat atap yang terbuat dari
cabang-cabang pohon kurma. Lantai itu dari tanah biasa, atap lemah yang bocor saat hujan (Z.
Bashier, 1990: 51-52). Dalam proses membangun gedung, ia memuji kepada Allah bersama
dengan para sahabatnya. Ketika mereka ingin menghentikannya dari membawa batu bata
tetapi dia berkata: “Kamu tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan yang lebih besar daripada
aku, tetapi kamu dapat mengambil beban yang lain, jika kamu suka (Z. Bashier, 1990: 53).”
Karakteristik ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda berdasarkan kerendahan
hati dan kerja tim di mana orang-orang menikmati dan pemimpin memiliki pengaruh.

Dengan membangun masjid Nabi, ia menyediakan pusat atau markaz yang bermanfaat
bagi setiap Muslim. Pusat ini berdiri sebagai titik penting bagi setiap orang yang datang jauh
dan dekat untuk bertemu Nabi dan satu sama lain. Setidaknya, mereka akan bertemu satu
sama lain lima kali sehari untuk salat berjamaah. Dari sini, mereka selalu dapat memperbarui
dukungan dan kepatuhan mereka terhadap ajaran Nabi atau mendengarkan wahyu baru. Ide-
ide politik yang dikutip dari semangat salat di masjid memberikan sumber daya berharga bagi
citra Muslim baru. Fungsi masjid tidak hanya terbatas untuk menyembah Allah dalam konteks
yang sempit. Ini memainkan fungsi yang lebih luas sebagai basis permanen. Pada titik ini,
Zakaria Bashier (1990: 54) menyatakan: “Muslim berkumpul di sana, membahas rencana
mereka untuk perdamaian dan perang, dan berbagi pengalaman mereka. Mereka berbicara
tentang pengalaman masa lalu di Makkah, dan apa yang akan terjadi di tahun-tahun
mendatang. Kisah negeri-negeri yang jauh berputar, dan kemungkinan menyebarkan kata
terakhir Allah kepada umat manusia menjadi daya tarik terbesar bagi mereka. Sering kali,
mata mereka dipenuhi dengan air mata cinta dan kasih sayang ketika hati mereka melunak
dengan kelembutan.” Demikian juga, itu dianggap sebagai tempat untuk memurnikan semua
hal yang mengotori jiwa-jiwa Muslim dan setelah itu, menghubungkan mereka dengan gaya
hidup baru, saling membantu dan kerjasama (M. al-Sibai, 1996: 67).

Tidak diragukan bahwa Masjid Nabi adalah bangunan penting untuk semua aspek
kehidupan, terutama untuk urusan politik. Itu adalah tempat untuk menyatukan semua hati
Muslim dalam kedamaian dan kebahagiaan karena mereka menyembah Allah dengan bebas
tanpa takut akan serangan dari orang-orang kafir. Situasi ini memberi mereka arti perdamaian
dan kemandirian nyata dalam kamus Muslim. Di masjid, Nabi berhasil menerima dan
mengirim utusan, menyambut kenamaan asing dan perwakilan yang mulia. Dari masjid ia
mengirim duta besar ke maharaja dunia saat ia menerima banyak delegasi yang menawarkan
kepatuhan kepada Tuhan dan memberi penghormatan kepada kepemimpinan Rasul-Nya (M.
al-Sibai, 1996: 67); seperti rumah terbuka (Z. Bashier, 1987: 54). Dengan kata lain, masjid
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adalah simbol awal dari era Islam sebagai ummah independen, otoritas di mana Allah dan
Rasul-Nya adalah otoritas.

b. Membangun Persaudaraan Akrab

Tidak ada keraguan bahwa berpindah atau berhijrah ke tempat baru menyebabkan
banyak kesulitan. Negara yang baru terbentuk menciptakan masalah sosial baru bagi
pendatang baru, seperti menemukan cara untuk mencari nafkah dan rumah untuk ditinggali.
Perasaan kesepian dan rindu, selain iklim yang berbeda antara Makkah dan Madinah
menyebabkan beberapa Muhajirun menderita. Untuk mengatasi masalah yang tidak diundang
ini dan pada saat yang sama untuk memperkuat dasar-dasar komunitas baru, Nabi mendirikan
sistem yang disebut mu’akhah, persaudaraan antara Ansar dan Muhajirun (A. D. al-‘Umari,
1991, 1: 65). Itu adalah sistem yang didukung dengan sepenuh hati oleh kedua belah pihak,
khususnya di antara orang-orang Ansar. Sebagai tuan rumah bagi mereka yang telah
berhijrah, para pembantu memperlihatkan kualitas pengorbanan dan tidak mementingkan diri
yang tinggi. Al-Qur’an memberikan penghormatan kepada mereka sebagai: “dan mereka
mengutamakan (orang-orang Muhajirun), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam
kesusahan (Al-Qur’an, 59: 9).”

Pengumuman lembaga ini terjadi di rumah Anas bin Malik pada tahun pertama Hijrah.
Nabi mendirikan sistem dengan menetapkan pasangan yang terdiri dari seorang Muhajir dan
seorang Ansar, yang melibatkan 90 orang dengan 45 wakil dari masing-masing kelompok
tanpa ada Muhajir yang ditinggalkan (A. D. al-‘Umari, 1991, 1: 66). Hasil dari lembaga itu
adalah bahwa seorang saudara lelaki memiliki hak khusus untuk seorang saudara laki-laki
baru. Lembaga ini dianggap lebih tinggi tingkatnya daripada persaudaraan berdasarkan
kekeluargaan karena didasarkan pada cinta dan iman dan menghasilkan hak warisan satu
sama lain (Z. Bashier, 1990: 68). Namun warisan tersebut telah dibatalkan oleh wahyu surah
al-Anfal, (8: 75) setelah perang Uhud, dan warisan ini tetap didasarkan pada persaudaraan
hanya dengan kekerabatan darah.

Implementasi sistem ini berhasil dalam rangka menyatukan komunitas dan
mengembangkan semangat saling mendukung dan kerjasama di antara umat Islam. Setiap
Muslim berharap untuk mewujudkan cita-cita Al-Qur’an bahwa: “Orang-orang beriman itu
sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua
saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Qur’an, 49:
10).” Sementara itu Nabi berbagi waktu luangnya, dan apartemen pribadinya, dan
makanannya sendiri dengan para sahabatnya. Dia menunjukkan semangat persaudaraan
dengan bergaul dengan mereka seperti orang normal, bergaul dan bercanda bersama. Dia
tidak menyukai siapa pun yang berdiri untuk menghormatinya seperti orang Persia, dan
memujinya ketika orang-orang Kristen memuji putra Maryam (M. H. Haykal, 1983: 186). Dia
lebih suka dianggap sebagai hamba Tuhan dan Nabi-Nya. Dalam konteks ini, perbuatan
terbaik dalam Islam adalah membangun semangat persaudaraan seperti yang ia tunjukkan
ketika seorang pria bertanya kepadanya tentang Islam mana yang lebih baik? Dia berkata:
“Bahwa kamu memberi makanan kepada yang membutuhkan dan bahwa kamu menyapa
orang-orang yang kamu kenal dan juga yang tidak kamu kenal (M. H. Haykal, 1983: 185).”

Efek langsung dari sistem persaudaraan ini adalah kedermawanan Ansar terhadap
Muhajirun. Anas ibn Malik pernah meriwayatkan bahwa para emigran berkata: “Wahai
Utusan Tuhan! Kami tidak pernah datang kepada orang-orang seperti orang Ansar. Jika



Manajemen Politik Nabi : Studi Singkat Melalui Petunjuk Al-Qur’an | 10
Nur Yasmin Binti Aliyashak

mereka memiliki sedikit, mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah kita lihat ketika
datang untuk memberi dukungan; dan jika mereka memiliki banyak, mereka adalah yang
terbaik dalam mengorbankannya. Mereka telah memberi kita semua yang kita butuhkan,
memungkinkan kita ikut ambil bagian dalam kebahagiaan mereka sedemikian rupa sehingga
kita takut bahwa mereka akan mengambil semua pahala dari Allah (A. D. al- ‘Umari, 1991, 1:
65).” Salah satu contoh perlakuan dermawan Ansar adalah kisah antara Sa'ad ibn Rabi’ dari
pembantu dan ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf dari emigran. Sa’ad adalah orang kaya dan memiliki
dua istri. Sebagai saudara laki-laki kepada ‘Abd Rahman, ia menawarkan untuk membagi
kekayaannya dengan dia dan ingin menceraikan salah satu istrinya yang mungkin menikahi
saudara laki-lakinya yang baru, ‘Abd Rahman. Dengan berdoa kepada Tuhan untuk
memberkatinya, keluarganya dan kekayaannya, ‘Abd Rahman menolak tawaran itu. Dia
meminta Sa’ad untuk menunjukkan kepadanya pasar utama agar dia dapat berdagang. Dalam
waktu singkat ia berhasil menghidupi dirinya sendiri dan menikah dengan seorang gadis
Ansar. Lebih jauh, ia mematahkan monopoli perdagangan dan kerajinan orang-orang Yahudi
ketika ia menjadi salah satu pedagang terkemuka di Madinah (Z. Bashier, 1990: 67; 1987:
59).

Dengan mendirikan institusi persaudaraan, M. H. Haykal (1982: 177) memandang Nabi
sebagai seorang politisi dengan kebijaksanaan, wawasan, dan kenegarawanan yang luar biasa
ketika ia mengatur kembali umat Islam dan mengkonsolidasikan persatuan mereka dalam satu
persaudaraan. Itu adalah konsep baru komunitas yang didasarkan pada ikatan iman yang sama
dan saling cinta dan bantuan bersama. Ini adalah komunitas di mana seorang Muslim
mencintai dan berkorban untuk saudaranya hanya demi Allah, bukan demi harapan materi
lainnya, mengilhami mereka menjadi saudara lelaki dengan darah tetapi berbeda dalam iman
(A. D. al-‘Umari, 1991, 1: 73- 81). Lembaga ini mencerminkan jenis komunitas baru di mana
orang-orangnya ada dan hidup tanpa kelas tetapi dengan kesetaraan. Perbedaan di antara
mereka hanyalah kualitas iman dan kesalehan sejati mereka kepada Allah (M. Sibai, 1996:
70). Melalui konsep mu’akhah yang dilembagakan, Nabi membuat perubahan nyata pada
konteks yang lebih luas, makna dan penerapan pada keberadaan konsep ‘assabiyah, kesctiaan
suku; al-hilf, sumpah aliansi antara klan; al-jiwar, keamanan perdagangan dan al-wala, sistem
perlindungan yang banyak digunakan dalam komunitas pra-Islam.

c. Pengumuman Konstitusi Madinah

Nabi menetapkan aturan dan hubungan yang terorganisasi antara berbagai klan dan
penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim, dan mencatatnya dalam dokumen. Dokumen
tersebut bertujuan untuk mendefinisikan hak dan kewajiban orang-orang Madinah dan untuk
menjelaskan komitmen mereka. Menurut al-‘Umari (1991, 1: 99), sumber cenderung
menyebut dokumen ini sebagai al-Kitab, buku; al-Sahifah, selembar kertas; al-Dustur,
konstitusi dan al-Wathigah, dokumen, berpendapat bahwa dokumen asli berisi dua bagian
bergabung bersama. Bagian satu berurusan dengan perjanjian damai Rasulullah dengan orang-
orang Yahudi, dan ditulis sebelum perang Badar, dan bagian kedua berurusan dengan aliansi
antara Muhajirun dan Ansar yang ditulis setelah Badar (A. D. al-‘Umari, 1991, 1: 106) . Dari
perspektif perubahan politik, dokumen ini membenarkan kebijaksanaan dan kecerdasan Nabi
dalam kepemimpinan dan dia dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan konsep
konstitusi tertulis di dunia (A. Rahman, 1985, 1: 707), sebagaimana Muhammad Hamidullah
(1979) menganggapnya sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia.
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Perjanjian Nabi antara Muslim Ansar dan Muhajirun dan Yahudi dikatakan berisi 47
klausa (A. D. al-‘Umari, 1991, 1: 107). Inti dari mereka terkait dengan kedaulatan atau
kepatuhan terhadap kedaulatan Allah, otoritas Muhammad sebagai Utusan-Nya, sifat atau hak
dan kewajiban manusia sebagai wakil pemerintah di negara bagian, tujuan negara Madinah,
Qur’an dan Sunnah sebagai hukum otoritatif, sistem jaminan sosial dan hak-hak non-Muslim
di bawah negara (A. Rahman, 1985, 1: 707-716). Dokumen tersebut mewartakan konsep
kekuasaan pusat dengan Nabi yang diakui sebagai penguasa menurut posisinya sebagai
Utusan Allah di antara orang-orang beriman dan orang-orang di dalam Kitab. Komunitas
negara terutama dari dua suku dominan, Aws dan Khazraj dan klan-klan lainnya, bergabung
dengan Muhajirun dan orang-orang Yahudi dianggap sebagai pengikut dan pendukung dan
dibentuk sebagai satu komunitas ummah tunggal. Ini menunjukkan bahwa negara ini dihuni
oleh masyarakat multi-rasial dan multi-budaya, Muslim dan non-Muslim (Z. Bashier, 1990:
109). Namun, mereka semua hidup di negara yang memiliki visi yang jelas, aturan yang jelas
yang menegakkan keadilan dan kesetaraan (M. S. R. al-Buti, 1991: 153).

Isu-isu penting dari dokumen tersebut dirangkum oleh Zakaria Bashier (1990: 109-
110) sebagai berikut:

1) Kebebasan untuk mempraktikkan ritual keagamaan mereka sesuai keinginan mereka.

2) Menjalankan hukum dan ketertiban, mencegah kejahatan dan menghukum para
penjahat dan pelaku kejahatan.

3) Mengambil kegiatan komersial dan ekonomi dan mencari nafkah seperti yang mereka
sukai serta bertanggung jawab untuk menyediakan uang untuk pertahanan kota jika
pertempuran meledak.

4) Manajemen urusan bersama dan solidaritas dan saling mendukung untuk semua
anggota. Para tahanan akan ditebus dan darahnya dikumpulkan dan dibayar. Tidak ada
yang boleh dibiarkan menderita dalam kemelaratan.

5) Suatu perselisinan dapat dirujuk kepada Nabi untuk diselesaikan hanya jika terbukti
terlalu sulit dan berkepanjangan, jika tidak dapat diselesaikan secara lokal oleh
komunitas yang terlibat. Dua hal harus diselesaikan di tingkat pusat oleh Nabi sendiri.
Pertama; hal-hal yang berkaitan dengan perang dan perdamaian secara umum, dan
kedua; hal-hal tentang hubungan antara orang Madinah dan Quraish.

Dalam menilai dan mengomentari teori ini, Prof. W. M. Watt (1953: 4-9) mengeklaim
bahwa Nabi tidak mencapai keberhasilan politiknya dengan membangun konsep perubahan
baru atau pandangan politik yang berbeda tetapi hanya mengorganisir ide-ide politik
berdasarkan praktik Jahiliyyah. Untuk mendukung argumennya, ia mengutip contoh-contoh
dari artikel Konstitusi Madinah tentang anggota masyarakat yang menunjukkan solidaritas
penuh terhadap kejahatan dan harus menghukum penjahat bahkan ketika ia adalah kerabat
dekat, atau anggota masyarakat harus menunjukkan lengkap solidaritas terhadap orang-orang
kafir dalam perdamaian dan perang. Artikel-artikel ini menurut Watt, persis sama atau disebut
dalam konsep jiwar, perlindungan dan hilf, aliansi di masa pra-Islam. Dalam pengertian
pendapat ini, Kita harus menyadari bahwa fakta kunci dari teori perubahan yang ditetapkan
oleh Nabi tidak lebih dari konsep Tauhid. Konsep ini menunjukkan pandangan dunia baru
dalam benak umat Islam tentang aktivitas kehidupan mereka apakah itu dalam bentuk
melakukan sesuatu seperti makan atau minum, meskipun umat Islam akan makan dan minum
di masa pra-Islam. Selanjutnya Nabi mengubah konsep kesetiaan yang didasarkan pada
‘assabiyyah dalam Jahiliyyah menjadi solidaritas persaudaraan yang didasarkan pada iman
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dan cinta, juga ia mengorganisir dan menyatukan klan berdasarkan pada sistem negara
universal yang memperkenalkan kekuatan sentral dan ketertiban yang jelas.

d. Manajemen Keterampilan

Dalam metode keterampilan politik, kepemimpinan politik harus memiliki visi atau
tujuan yang jelas dalam perencanaannya. Pemimpin juga harus memiliki pandangan yang
jelas tentang latar belakang orang-orang yang terlibat seperti kekuatan atau kelemahan mereka
untuk mencapai tujuan (A. I. Abu Sin, 1991: 185). Oleh karena itu, keputusan yang tepat
berdasarkan latar belakang yang disebutkan akan mudah dibuat. Dari sirah Nabi, ada banyak
teknik yang didirikan olehnya terutama dalam kaitannya dengan manajemen keterampilan
politik.
Penelitian ini cenderung menyoroti beberapa dari mereka untuk tujuan contoh. Pertama, Nabi
telah menunjukkan keterampilan politiknya dengan merencanakan untuk menyampaikan misi
Ilahi-Nya kepada orang-orang dari klannya secara diam-diam (A. 1. Abu Sin, 1991: 185). Misi
ini kemudian secara terbuka dinyatakan mengikuti perintah dari Allah untuk: “Maka
sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan
berpalinglah dari orang-orang yang musyrik (Al-Qur’an, 15: 94).” Pada tahap pertama ia
menyusun dan berencana untuk menyampaikan pesannya hanya kepada keluarga terdekatnya
(M. A. Rauf, 1987: 11). Dalam implementasinya, teknik seperti kebijaksanaan dalam
pendekatan, dakwah yang indah, dan menunjukkan cara terbaik dalam berdebat dengan orang
banyak digunakan (Al-Qur’an, 16: 125). Untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang
diciptakan oleh orang Quraish terhadapnya dan para pengikut barunya, ia berhasil membujuk
mereka untuk melakukan migrasi ke Habsyah untuk mencari perlindungan. Langkah yang
diambil oleh Nabi untuk mempromosikan pengajarannya mencerminkan pikirannya yang
tajam dalam membuat rencana dan menggunakan keahliannya dalam manajemen masa depan
untuk mencapai sasarannya (A. I. Abu Sin, 1991: 114).

Kedua; kasus ini menunjukkan bahwa Nabi menganggap kesulitan dan masalah dalam
mempromosikan pesan llahi-Nya sebagai situasi alami dan seperti itu tidak unik baginya,
Rasul sebelum dia menghadapi reaksi yang sama. Memahami ini, ia percaya pada bantuan
Allah dan melihat kesulitan dan masalah sebagai ujian kesabaran dan ketekunan. Dia
kemudian berhasil menerapkan keterampilannya dalam negosiasi dengan delegasi dari Aws
dan Khazraj selama ziarah yang membawa mereka ke dua perjanjian Agabah (A. I. Abu Sin,
1991: 115). Hasil dari janji itu adalah bahwa delegasi setuju untuk memeluk Islam dan
membantu Nabi dan Muslim. Sebagai imbalannya, mereka mengundang Nabi untuk berdamai
antara mereka dan orang-orang Madinah yang terlibat dalam pertempuran Bu’ath yang belum
selesai (A. D. al-‘Umari, 1991, 1: 45). Dengan menggunakan keterampilan politiknya, Nabi
dan kaum Muslim berhijrah ke Madinah dan ia berhasil menyatukan klan multi-suku Madinah
dan mendirikan negara Islam pertama yang damai tanpa menggunakan serangan militer atau
pertumpahan darah (A. I. Abu Sin, 1991: 186; W. M. Watt, 1953: 21).

Ketiga, Nabi menarik orang-orang yang baru saja memeluk Islam dengan memberikan
mereka bantuan dan hadiah untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan keadilan. Misalnya, ia
pernah memberikan hadiah kepada 31 pemimpin Arab yang baru saja memeluk Islam untuk
mendamaikan mereka dan menarik pengikut mereka ke dalam Islam untuk menghindari
mereka dari menjadi kafir dan membangun hubungan dengan kaum Quraish untuk melawan
kaum Muslim (A. I. Abu Sin, 1991 : 186). Safwan ibn Umayyah mengatakan bahwa ia
membenci Nabi, tetapi Rasulullah berhasil memberikannya hadiah pada hari pertempuran
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Hunayn. Setelah itu, hatinya menjadi jinak dan mulai mencintai Nabi (A. I. Abu Sin, 1991:
187). Salah satu cara Nabi digunakan untuk menyebarkan Islam di antara orang-orang adalah
melalui hubungan perkawinan. Untuk tujuan memanggil orang ke Islam dan untuk aliansi
politik, ia menjalin hubungan pernikahan dengan beberapa wanita. Misalnya, Nabi menikah
dengan Juwairiyyah ibn al-Harith, seorang putri dari kepala Bani al-Mustalig. Pengaruh ke
Islam setelah menikahinya, berkomentar oleh ‘A’isyah mengatakan: ‘Saya tidak tahu wanita
mana yang lebih besar berkah bagi umatnya daripada Juwairiyah.” (A. Rahman, 1986, 2: 194).
Untuk menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi, ia menikahi Safiyah dari Bani al-
Nadir selama pertempuran Khaybar. Demikian juga pernikahannya dengan Umm Habibah,
putri pemimpin Makkah yang berpengaruh, Abu Sufyan. Untuk menyampaikan pesan kepada
perempuan secara efektif, ia berhasil menikahi sejumlah janda seperti Sawdah, janda Sakran
ibn ‘Amr, dan Zaynab binti Khuzaimah, yang suaminya terbunuh dalam pertempuran Uhud
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan penderitaan mereka dengan tonggak
keimanan (M. H. Haykal, 1983: 290). Sebagai konsekuensi dari hubungan perkawinan ini,
banyak suku seperti Bani Asad, Bani Amir, Bani Tiam, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani
Umayyah, Bani Asad Khuzaimah, Bani Mustalig, Bani Kalab dan Salim, Bani Kindah dan
Yahudi Arab dihubungkan dengan Nabi dalam politik (A. Rahman, 1986, 2: 213).

Keempat, menggunakan kebijaksanaan negosiasi dan toleransi. Ada kasus yang sangat
relevan yang berkaitan dengan keterampilan politik Nabi dalam insiden selama kampanye
Hudaibiyah. Dia mencapai kesepakatan dengan Quraish untuk mengizinkan kaum Muslim
masuk selama tiga hari. Begitu Muslim boleh memasuki Makkah, mereka akan
mempromosikan Islam dan mengesampingkan perang selama sepuluh tahun. Toleransi
politiknya terungkap ketika dia menulis perjanjian antara Dia dan Suhayl ibn ‘Amr. Nabi
meminta ‘Ali untuk memulai perjanjian dengan ‘bismika Allahuma’ alih-alih Bismillah al-
Rahman al-Rahim. Suhayl keberatan dengan hal ini, ia juga menolak untuk menerima
perjanjian yang menyatakan: “Ini adalah apa yang Muhammad, utusan Allah telah setujui,”
karena itu berarti mereka harus mengakui Muhammad sebagai utusan Allah maka mereka
tidak boleh memerangi Muslim. Dia menginginkan perjanjian yang ditulis atas nama
Muhammad ibn ‘Abd Allah, dan Nabi setuju (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 113-114). Dengan
mengamankan perjanjian ini, meskipun ada ketidaksepakatan di antara beberapa sahabat, itu
memberi peluang bagi umat Islam untuk berinteraksi dengan saudara-saudara mereka dan
memasuki Makkah yang bebas dari serangan. Ini juga menyoroti kepada orang-orang lainnya
tentang perilaku Nabi yang masuk akal dan keindahan Islam (A. I. Abu Sin, 1991: 189). Oleh
karena itu, perjanjian ini dicatat oleh Al-Qur’an (48: 1) sebagai ‘kemenangan nyata’ dan
pesan untuk pembebasan Makkah beberapa tahun kemudian (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 121).

Kelima, membangun syura atau konsultasi bersama. Ada banyak bukti yang
menunjukkan bahwa Nabi adalah seorang pemimpin yang berkonsultasi dengan umatnya
dalam membuat keputusan. Praktek syura biasanya dilakukan dalam hal-hal yang
membutuhkan implementasi, bukan masalah prinsip, atau hal-hal di mana tidak ada wahyu
dari Allah untuk membimbing (Al-Qur’an, 2: 36). Dengan mempraktikkan syura dianggap
sebagai salah satu dari tanda-tanda seorang Muslim yang baik, di mana Allah mengisyaratkan:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat,
sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; (Al-Qur’an, 42: 38).”
Dalam konteks ini, Nabi menasehati Ali untuk berkonsultasi tentang hal-hal sebelum
membuat keputusan dan konsultasi semacam itu tidak boleh dilakukan atas dasar satu orang
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(A. Rahman, 1985, 1: 739). Karena itu, wajib untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
melalui “berkonsultasi dengan mereka dalam urusan (saat ini) (Al-Qur’an, 3: 159).”

Nabi biasanya berkonsultasi dengan teman-temannya terutama Abu Bakar dan Umar,
tetapi tidak pernah mengabaikan mereka yang lebih tahu tentang latar belakang masalah ini.
Misalnya, dalam perang Badar, ia biasa berkonsultasi dengan orang Ansar karena mereka
mayoritas dan lebih mengenal tempat itu. Untuk menentukan tempat strategis untuk
pertempuran, saran dari Habbab al-Mundhir untuk meninggalkan sumur Badr agar musuh
tidak dapat menggunakannya, diterima (Al-Qur’an, 2: 36; M. S. R. al-Buti , 1991: 157; M. al-
Sibai, 1996: 78). Setelah pertempuran, ada konsultasi lain mengenai para tahanan di mana
Nabi setuju untuk mengumpulkan penebusan dari mereka seperti yang disarankan oleh Abu
Bakar (M. al-Sibai, 1996: 80). Praktik konsultasi yang sama digunakan dalam perencanaan
strategis menghadapi pertempuran Uhud, yang konsultasi memutuskan untuk menghadapi
orang-orang Quraish di luar Madinah (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 55) dan dalam pertempuran
Khandag, di mana Nabi menerima saran Salman al-Farisi untuk menggali parit di daerah utara
antara Harrah Wagim dan Harrah al-Wabrah untuk mempertahankan Madinah (Al-Qur’an, 2:
93; M. H. Haykal, 1983: 303). Implementasi syura secara luas diterapkan selama kampanye
Hudaibiyah ketika Nabi berkonsultasi dengan Muslim tentang apakah ia harus menyerang
wilayah Quraish dan menangkap anak-anak mereka. Praktik ini juga melibatkan wanita ketika
dia berkonsultasi dengan Umm Salaman karena apa yang harus dia lakukan adalah orang-
orang cenderung tidak menanggapi perintahnya untuk berkorban dan mencukur rambut
mereka. Dengan menerima nasihatnya, dia menjadi yang pertama untuk berkorban dan
mencukur kepalanya (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 118). Dalam kasus lain, Nabi berkonsultasi
dengan para pemimpin klan konfederasi mereka untuk menjatuhkan hukuman untuk
menghukum klan Yahudi Qurayzah yang tertarik dengan musuh selama pengepungan
Madinah dalam pertempuran Khandaq tahun 627 (W. M. Watt, 1953: 22). Sa’ad ibn Mu’adh
diminta menjadi wasit dengan menghukum orang-orang Yahudi untuk dibunuh, harta mereka
disita dan keluarga mereka ditawan (Lihat M. H. Haykal. 1983: 313). Benar sekali bahwa
Nabi adalah: “Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka (Al Qur’an, 88: 22).”

Keenam, mempraktikkan gaya pemaaf. Dalam hal ini, Nabi telah menunjukkan gaya
berpikiran terbuka dan pengampunan ketika ia meninggalkan orang Makkah yang tidak
dihukum yang telah melukai dan menunjukkan permusuhan terhadapnya dan kaum Muslim
selama penaklukan Makkah. Namun, mereka menerima pengampunan umum dari Nabi dalam
pengumuman yang dibuat di dekat Ka’bah. Dia berkata, “Menurutmu apa yang akan aku
lakukan denganmu?” Mereka menjawab: “Bagus, kamu adalah saudara yang mulia, putra dari
seorang saudara yang mulia.” Dia menambahkan: “Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap
kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu) (Al-Qur’an, 12: 92; 16: 126).” Hasil dari
perlakuan murah hati ini adalah bahwa nyawa diselamatkan, orang diselamatkan dari
kemungkinan penahanan, dan harta mereka tetap bersama mereka (A. D. al-‘Umari, 1991, 2:
160).

Contoh lain yang baik dalam konteks ini adalah perlakuan lembut oleh Nabi kepada
sekelompok munafikun, orang-orang munafik di Madinah yang dipimpin oleh ‘Abdullah ibn
Ubayy bin Salul. Munafik adalah orang yang mengakui seorang Muslim tetapi berkomitmen
untuk tidak percaya dan tipe lain hanya melakukan perbuatan yang tidak benar atau tidak
tulus (Al-Qur’an, bab 63; Z. Bashier, 1987: 74). Meskipun keterlibatan mereka dalam
mendukung orang-orang Yahudi yang mencoba untuk mendiskreditkan gambaran Islam
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dengan menyebarkan pembuatan hadis al-ifk, berbohong dan memfitnah tentang ‘A’isyah,
Nabi berhasil mengunjungi ‘Abd Allah ibn Ubayy khususnya dan menasihatinya dengan
perkataan yang baik dan mendorongnya untuk bergaul dengan kaum Muslim (A. D. al-
‘Umari, 1991, 2: 81). Tetapi karena kepura-puraan dan kebohongan mereka, Nabi
menanganinya dengan mengusir mereka dari masjid dan memboikot mereka dari kegiatan
sosial. Masjid Al-Dirar mereka, masjid pertikaian juga dibakar atas perintah Nabi sebagai
tindakan hati-hati dan untuk menghentikan pengaruh mereka. Dengan mengambil langkah
seimbang ini, Nabi tidak dituduh membunuh para pengikutnya, dan karena usaha mereka
tidak efektif, di mana banyak dari mereka bertobat dan menjadi Muslim yang baik (Z.
Bashier, 1987: 74).

e. Manajemen dengan Mengorganisasi

Kegiatan politik Nabi pada dasarnya adalah metode untuk mengatur orang-orang
Madinah. Berdasarkan konstitusi Madinah, negara adalah negara Islam di mana Muhammad
sebagai Utusan Allah, menerapkan hukum syariah kepada komunitasnya Muslim Muhajirun,
Ansar dan orang-orang Yahudi dan sekutu mereka. Mereka dianggap sebagai satu bangsa.
Disebutkan bahwa “Atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, piagam ini
diberikan oleh Nabi Muhammad, Utusan Tuhan, kepada semua orang beriman baik dari
Quraish atau Madinah, dan kepada semua individu dari asal apa pun yang telah membuat
tujuan bersama dengan mereka, yang semuanya akan membentuk satu negara (W. M. Gazder,
1967: 35).” Karakteristiknya adalah pertama; kedaulatan Allah dan Rasul-Nya sebagai wakil-
Nya; kedua, persaudaraan untuk semua orang yang beriman; ketiga, kebebasan dalam
perspektif yang benar; keempat, menegakkan keadilan; dan kelima, setiap orang bertanggung
jawab kepada Tuhan untuk setiap tindakan (W. M. Gazder, 1967: 35). Tujuan negara adalah
untuk menjalankan Islam, dan “untuk membangun, memelihara dan mengembangkan
kebajikan-kebajikan di antara anggotanya yang Allah sukai dan untuk mencegah dan
memberantas dari kehidupan mereka kejahatan yang sama sekali tidak disukai-Nya (A.
Rahman, 1985, 1: 725).”

Nabi mengatur pemerintahannya dengan menunjuk para sahabatnya sebagai staf
berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka. Kualitas kesalehan dan ketulusan kepada
Allah dan mereka yang memiliki akhlak dan perilaku terbaik dan yang pertama memeluk
Islam adalah salah satu kriteria yang dipilih oleh Nabi sebagai pengawalnya (A. I. Abu Sin,
1991: 44). Untuk memastikan bahwa para perwiranya bekerja dalam komitmen yang baik dan
berkualitas tinggi dalam tugas-tugas mereka, ia mengamati dan membayar mereka gaji harian
berdasarkan kemampuan dan tugas mereka (A. I. Abu Sin, 1991: 46). Dia juga
memperkenalkan konsep pengendalian melalui sistem muragabah, pengamatan oleh Allah dan
muhasabah, kritik dan kritik diri dalam kehidupan sehari-hari serta konsep jawatan sebagai
amanah (Al-Qur’an, 4: 58-59; M. Z. Muhammad, 1971). Selain itu, ia sendiri mengamati para
perwiranya dan pernah memecat Abd al-Qais dari jabatan di gubernur Bahrain karena keluhan
terhadapnya dilaporkan oleh orang-orang (A. I. Abu Sin, 1991: 226).

Dalam administrasi manajemen Nabi, dia adalah pemimpin. Dia kemudian dibantu
oleh 14 anggota dewan konsultatif yang disebut al-nugaba’, tujuh dari mereka berasal dari
Ansar, dan tujuh di antaranya adalah Muhajirun. D1 antara mereka adalah Abu Bakar, ‘Umar,
Hamzah, Ja’far, ‘Ali, Ibn Mas’ud, Salman, Ammar, Khuzaifah, Abu Zar, Miqdad dan Bilal
(A. 1. Abu Sin, 1991: 45). Mereka adalah Muslim yang saleh dan ahli dalam berbagai bidang
dan memainkan peran penting dalam membantu Nabi membuat keputusan dan menyebarkan
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Islam (A. I. Abu Sin, 1991: 135). Dalam ketidakhadirannya, Nabi akan memilih teman yang
tepat untuk menjadi wakilnya, ia pernah memerintahkan ‘Abd Allah ibn Makhtum untuk
memimpin salat berjamaah, dan menunjuk Abu Lubabah sebagai amir, pemimpin untuk
mengendalikan Madinah selama kampanye untuk Badar (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 32).

Selain dewan konsultatif, ada beberapa sekretariat dan pejabatnya bertindak sebagai
eksekutif di bawah manajemen Nabi. Huzaifah al-Yaman bertindak sebagai sekretaris Nabi
(A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 135). Dia juga menyiapkan perkiraan pendapatan dari pohon
kurma yang diperoleh orang Madinah (S. M. Imamuddin, 1976: 20). Sementara meterai Nabi
disimpan oleh al-Harith bin Awf dan Hanzalah bin Rabi’. Departemen rekaman wahyu Ilahi
dipercayakan kepada Ali dan ‘Utsman, dan dalam ketidakhadiran mereka Ubayy Ibn Ka’ab
dan Zayd ibn Thabit mengambil alih (W. M. Gazder, 1967: 36). ‘Ali juga menulis perjanjian
antara Nabi dan yang lainnya, seperti perjanjian Hudaibiyah (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 113).
Demikian juga, Zayd adalah penerjemah bahasa Parsi, Roma, Qibti, Habsyah, dan Yahudi,
jadi dia diberi tanggung jawab untuk menyusun dan menulis surat-surat Nabi yang ditujukan
kepada berbagai raja dan kepala suku. Untuk mencatat pendapatan negara, itu adalah
tanggung jawab Mu’ayqib bin Abu Fatimah. Jawatan registrasi pinjaman dan transaksi
dipegang oleh Mughirah Ibn Syu’bah dan Hussein bin Numair. Catatan tentang urusan harta
benda dari badan amal dan pajak seperti zakat dan sedekah disimpan oleh Zubayr Ibn
Awwam dan Juhaym ibn al-Salt. Departemen pendidikan yang bertanggung jawab untuk
mengajarkan Al-Qur’an khususnya terhadap perempuan dipimpin oleh Syifa ‘Umm Sulaiman
dan ‘Ubadah al-Samit (A. I. Abu Sin, 1991: 45; W. M. Gazder, 1967: 36).

Untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan di luar Madinah atau untuk
mengelola divisi administrasi negara, Nabi menunjuk pejabat seperti wali, gubernur, gadhi,
hakim dan ‘amil, pengumpul pendapatan. Di antara para gubernurnya adalah Abu Sufyan di
Najran, ‘Itab bin Usaid di Makkah dan Aban bin Sa’ad untuk distrik Bahrain. Sementara itu
Mu’adh bin Jabal diangkat sebagai qadhi untuk mengelola Yaman (A. I. Abu Sin, 1991: 44).
Untuk properti atau departemen negara, ‘amil memiliki hak untuk mengumpulkan zakat dan
sedekahseperti al-Walid bin ‘Ugbah dipercaya untuk mengumpulkan dana dari Bani al-
Mustaliq (Ibn Ishaq, 1996: 648; W. M. Watt, 1972: 366 ). Pada saat itu, pendapatan untuk
mengelola negara berasal dari berbagai sumber zakat, wajib dan sedekah, derma sukarela; al-
ushr, perpuluhan; al-jizyah, pajak perlindungan; al-kharaj, pajak tanah; al-fay, tanah negara
dan dari al-ghanimah, rampasan perang (W. M. Gazder, 1967: 36-37; M. Hamidullah, 1955).
Di departemen pertahanan, Nabi sendiri bertindak sebagai panglima tentara. Dia
mengumpulkan pasukan dalam semua ekspedisi penting, yang disebut ghazwah, seperti
perang Badar, Uhud, Hunayn dan pembebasan atau penaklukan Makkah (W. M. Gazder,
1967: 37). Namun, untuk sarayah yang lebih kecil, ekspedisi tentara diperintahkan oleh
komandan militernya seperti ‘Umar al-Khattab, dalam ekspedisi melawan cabang Hawazin di
Turabah, Abu Bakar melawan Banu Kilab di Najd dan banyak lainnya (A. Rahman, 1985, 1 :
579-583).

Sebagai kesimpulan, pemerintahan Nabi menunjukkan visi dan fungsi yang jelas
dimainkan oleh semua staf dan pegawainya untuk mempromosikan Islam. Penting untuk
dicatat bahwa meskipun hierarki yang diperlukan untuk memenuhi fungsi yang berbeda di
negara baru, mereka diintegrasikan oleh kepercayaan, nilai-nilai dan visi bersama.

f. Menetapkan Kebijakan Luar Negeri dan Hubungan Internasional
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Tujuan utama negara Islam serta Nabi sebagai Rasul adalah untuk menyampaikan
Islam kepada semua manusia. Ada beberapa langkah bijak yang diambil oleh Nabi untuk
mendapatkan tujuan. Pertama, segera setelah bermigrasi dan menetap di Madinah, ia
membuat perjanjian damai dengan semua orang Yahudi dan sekutu mereka (A. D. al-‘Umari,
1991, 1: 111-115). Untuk memperkuat hubungan dengan orang-orang Yahudi, Nabi
memanggil mereka ahli al-Kitab, umat Kitab, dan mengundang mereka untuk saling
menghormati di bawah satu kepercayaan pada satu Tuhan (Al-Qur’an, 3: 64). Rekonsiliasi ini
memungkinkan kaum Muslim untuk memakan makanan orang-orang di dalam Kitab dan
untuk menikahi wanita mereka (Al-Qur’an, 5: 5; W. M. Watt, 1972: 201). Hubungan yang
baik ini dan mencari persamaan yang sama, juga diterapkan oleh Nabi dengan delegasi
Kristen dari Najran. Dia memperteguh hubungan ini dengan mengorganisasi kongres ketiga
agama. Meskipun mereka menolak untuk menerima Islam, hubungan bilateral antara Madinah
dan Kristen mencapai kesimpulan damai dengan mengirim Abu ‘Ubaydah al-Jarrah sebagai
gubernur Nabi ke Najran (M. H. Haykal, 1983: 197). Pada kesempatan lain adalah Nabi yang
membuat perjanjian untuk mengesampingkan perang selama sepuluh tahun dengan Quraish
Makkah selama kampanye al-Hudaibiyah (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 114). Setelah itu, ada
banyak kasus perjanjian persahabatan dengan suku-suku di lingkungan itu, seperti Banu
Ghifar, Banu Damrah, Banu Khuza’ah dan lainnya (A. Rahman, 1985, 1: 835).

Kedua, menyampaikan pesan perdamaian kepada berbagai penguasa dan raja di luar
Semenanjung Arab. Sebagai hasil dari perjanjian Hudaibiyah, itu memberikan dimensi baru
kepada Nabi untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan suku dan negara lain untuk
memperkenalkan Islam kepada semua manusia. Dalam konteks ini, Al-Qur’an membuat
pernyataan yang jelas bahwa: “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat
manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi
kebanyakan manusia tiada mengetahui (Al-Qur’an, 34: 28).” Pada kesempatan lain, Allah
mendesak Nabi untuk menyampaikan pesan dengan menekankan: “Dan hendaklah ada di
antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar; (Al-Qur’an, 3: 104).” Ini karena: “Kamu adalah umat yang
terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari
yang mungkar, dan beriman kepada Allah (Al-Qur’an, 3: 110).” Kebijakan ini menunjukkan
ekspresi praktis dari universalitas pesan Islam (Al-Qur’an, 21: 107; A. D. al-‘Umari, 1991, 2:
128). Di antara mereka yang menulis kepada Nabi adalah Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi
kepada Kaisar Heraclius, kaisar Bizantium; ‘Abd Allah ibn Hudhafah al-Sahami kepada
kaisar Persia Chosroes; ‘Amr ibn Umayyah al-Damari ke Negus Abyysinia; Hatib ibn
Balta’ah al-Lukhami kepada penguasa al-Muqawqis di Mesir; Salit ibn ‘Amr al-‘Amiri
kepada Hawdhah bin ‘Ali, penguasa Yamamah, dan, Shuja’ ibn Wahb al-Asadi kepada
penguasa Harith Shumr al-Ghassani dari Syria (S. Nu’mani, 1983, 2: 146).

Ketiga, menjamu delegasi asing dengan terhormat ketika mereka menghadiri setelah
pembebasan Makkah, khususnya pada tahun kesembilan, Madinah menjadi tuan rumah bagi
delegasi dari berbagai negara di Semenanjung Arab. Total delegasi berjumlah sekitar enam
puluh, para ulama menyebut tahun itu sebagai ‘Am al-Wufud, Tahun Delegasi (A. D. al-
‘Umari, 1991, 2: 221). Beberapa utusan berasal dari Banu Tamim, Banu ‘Amir, Banu Sa’ad
ibn Bakr, Banu Hanifah, Banu Zubayd, Raja-raja Himyar, Banu al-Harith bin Ka’ab, ‘Adiyy
ibn Hatim dan lainnya (Ibn Ishaq, 1996: 627-648). Mereka datang untuk mendapatkan
informasi tentang Islam dan beberapa menerimanya seperti delegasi dari Banu al-Harith, dan
beberapa dari mereka menolak untuk memeluk Islam tetapi sepakat untuk membangun
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hubungan yang baik dengan Madinah dengan membayar jizyah seperti para penguasa delegasi
Najran (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 222). Namun, sebagian besar menyatakan Islam mereka
setelah puas dalam diskusi Al-Qur’an menyebutkan: “Apabila telah datang pertolongan Allah
dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong
(Al-Qur’an, 110: 1- 2).”

Nabi dan para sahabatnya menghormati pengunjung mereka sebagaimana dicatat oleh
Ibn Ishag, menghibur al-‘Aqra ibn Habis dari Banu Tamim dengan puisi panjang yang mereka
sukai. Nabi kemudian memberi mereka hadiah berharga setelah memeluk Islam (Ibn Ishagq,
1996: 629-631). Nabi berhasil menjadi manusia biasa tanpa merasa menjadi agung yang
diidolakan seperti raja-raja lain seperti Caesar dan Chosroes dulu (A. D. al-‘Umari, 1991, 2:
113). Sikapnya yang rendah hati ini ia tunjukkan ketika menyambut banyak delegasi. Sebagai
contoh, ia menerima delegasi Bani Tamim dengan hormat meskipun mereka memanggilnya
dengan cara yang tidak beradab dengan berteriak ‘keluarlah untuk kita Muhammad!’ dari
belakang apartemen pribadinya tanpa prosedur formal apa pun (lbn Ishagq, 1996: 628).
Peristiwa ini dibawa ke wahyu surat al-Hujurat (49) yang mengajarkan etiket berbicara
kepada Nabi (A. D. al-‘Umari, 1991, 2: 222). Pada pemeriksaan dekat, perwakilan ini
mencerminkan konsep pengakuan orang yang sangat berharga tanpa memandang status
mereka. Ini menunjukkan pengakuan Islam atas hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan.
Ini- mengungkapkan kekuatan politik Nabi yang berjuang untuk menyatukan seluruh
Semenanjung dalam waktu sekitar satu dekade. Itu adalah mukjizat karena ada orang-orang
yang sangat berkomitmen pada loyalitas kesukuan yang memberi jalan kepada permusuhan.

Kesimpulan

Diskusi di atas menunjukkan bahwa Nabi adalah pemimpin politik yang hebat. Dia
berhasil menarik orang-orang khususnya yang membencinya ke Islam dan menjadi Muslim
yang baik. Keberanian dan tekadnya membuat pengikutnya meningkat dari waktu ke waktu
sampai ia memperoleh sukses tidak hanya sebagai utusan Allah tetapi juga sebagai negarawan
yang unik.

Dia mendasarkan misinya pada kepercayaan pada satu Tuhan, yang menciptakan
semua alam semesta. Dari dasar ini, ia membangun ikatan rekonsiliasi antara dua suku yang
bermusuhan setelah berhijrah ke Madinah. Kerja sama timbal balik mereka menghasilkan
persaudaraan yang ketat. Pada saat yang sama, ia membuat perjanjian damai dengan orang-
orang Yahudi yang diberi status yang sama sebagai satu negara, bertanggung jawab untuk
menjaga keamanan Madinah, dan mereka juga bebas untuk mempraktikkan agama mereka.
Sistem ini tidak pernah dikenal di kalangan orang Arab, yang umumnya hidup dalam
perjuangan suku dan perang terus-menerus. Prinsipnya adalah perdamaian. Banyak yang
menganggapnya sebagai pembaru sosial, pembaru dalam bidang moral, politisi hebat,
negarawan unik, komandan militer genius, dan banyak lainnya. Rupanya, dari sudut pandang
ini, memang benar jika Al-Qur’an (21: 107) memanggilnya “sebagai rahmat bagi semesta
alam.”
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